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Abstract

Previous research shows that public service communication patterns have
been implemented effectively and adaptively in several areas. However, there
is no specific research yet regarding the communication patterns of the Public
Infrastructure and Facilities Handling PPSU officers, such as in the Kelapa
Gading Barat sub-district, which aims to determine communication patterns
and analyze the application of communication in public services. The purpose
of this study is to determine the communication patterns of PPSU officers in
Kelapa Gading Barat sub-district in improving public services. This study uses
a qualitative descriptive approach with data collection techniques through
observation, in-depth interviews, and documentation. The theory used is two-
way communication between PPSU officers and residents, where both parties
exchange suggestions and opinions, showing positive feedback in accordance
with the concept of circular communication.
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PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan upaya penyedia layanan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan, prosedur, dan mekanisme yang berlaku
(Safitri et al., 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan

publik mencakup pemenuhan kebutuhan warga negara atas barang, jasa, maupun

layanan administratif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip good governance.

Pelayanan publik yang berkualitas berperan signifikan dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, memperkuat kohesi sosial, menjunjung demokrasi dan hak

asasi manusia, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan

pelayanan yang optimal, pemerintah tidak hanya mampu mengurangi kemiskinan

dan melindungi lingkungan, tetapi juga mewujudkan masyarakat yang adil,

harmonis, dan berdaya.
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Pelayanan publik memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai kebijakan
publik. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memihak kepada para
elit politik, tetapi juga berpihak pada masyarakat sebagai penerima segala kebijakan
dan pelayanan publik (Aprilia & Nurchotimah, 2022). Kualitas pelayanan publik juga
berkaitan dengan konsep good governance, di mana pelayanan publik merupakan
bagian utama dari seluruh komponen pelaksanaan good governance karena
komponen tersebut berkaitan erat dengan publik (Aprilia & Nurchotimah, 2022).

Komunikasi merupakan proses fundamental dan penting dalam kehidupan
manusia (Agustina, 2022). Komunikasi adalah aktivitas manusia yang sangat penting,
tidak hanya dalam kehidupan bisnis, tetapi dalam kehidupan manusia secara umum.
West & Turner (dalam Suci & Tunggali, 2023) mendefinisikan komunikasi sebagai
proses dalam menyampaikan informasi (pesan, ide, gagasan) yang melibatkan dua
orang atau lebih sebagai komunikan dan komunikator, sehingga mengakibatkan
interaksi yang berkesinambungan dan tidak memiliki akhir. Tanpa adanya
komunikasi, manusia tidak dapat berkembang sebagai makhluk sosial.

Hardiyansyah (dalam Wahyono & Aditia, 2022) menjelaskan bahwa komunikasi
berdampak pada mutu pelayanan publik, di mana pengaruh komunikasi terhadap
kualitas pelayanan publik ditentukan oleh unsur-unsur komunikator, pesan, media,
komunikan, dan efek. Gagasan baru dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa
dalam kegiatan pelayanan, kualitas pelayanan dapat disesuaikan dengan kualitas
komunikator, kualitas pesan, media, komunikan, dan efek.

Tuntutan masyarakat terhadap berbagai substansi pemerintah daerah semakin
besar (Valentina et al., 2022). Pada umumnya di kota besar seperti DKI Jakarta,
pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan kebersihan lingkungan sekaligus
merawat prasarana dan sarana umum yang ada, terutama pada ruang lingkup
wilayah pemukiman penduduk. Penanganan akan berjalan efektif jika dilakukan pada
tingkat paling awal, yaitu Kelurahan sebagai wilayah administrasi terkecil, karena
secara tidak tertahankan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam
memecahkan permasalahan di DKI Jakarta (Valentina et al., 2022).

Salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memaksimalkan pelayanan
penanganan kebersihan lingkungan serta perawatan prasarana dan sarana umum
adalah dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017
tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan
(Valentina et al., 2022). PPSU merupakan salah satu wujud Pemprov DKI Jakarta yang
berorientasi pada pelayanan publik, bertujuan untuk menjaga dan merawat prasarana

dan sarana umum yang rusak, serta mempercepat kembalinya fungsi tersebut.
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Berdasarkan peraturan tersebut, dibentuk sumber daya manusia untuk menjalankan
proses pelayanan yang dinamakan petugas PPSU.

Penelitian terdahulu oleh Agustina mengenai pola komunikasi pelayanan publik
di PT. Pos Indonesia wilayah Kota Palembang hanya membahas pola komunikasi
pelayanan publik di PT. Pos Indonesia dengan melihat teori komunikasi pelayanan
komunikasi dan bagaimana pola pelayanan yang seharusnya dipraktikkan di instansi
pemerintah. Sementara itu, penelitian Safitri et al. (2025) menunjukkan bahwa pola
komunikasi pelayanan publik di Kantor Kecamatan Muara Sugihan telah terlaksana
dengan efektif dan adaptif melalui tiga pola utama, yaitu komunikasi tatap muka,
media digital, dan media luar ruang. Dari kedua penelitian tersebut, belum ada yang
meneliti bagaimana pola komunikasi PPSU dalam melakukan pelayanan publik
dalam ruang lingkup yang lebih kecil, khususnya di Kelurahan Kelapa Gading Barat.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi petugas
PPSU Kelurahan Kelapa Gading Barat dalam meningkatkan pelayanan publik.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan
ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi, serta menjadi referensi
akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pola komunikasi
berbasis komunitas. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
evaluasi bagi PPSU Kelurahan Kelapa Gading Barat dalam meningkatkan efektivitas
model komunikasi, referensi bagi praktisi PPSU dalam merancang model komunikasi
berbasis komunitas, serta rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan

penelitian sejenis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menguraikan
secara rinci pola komunikasi petugas PPSU Kelurahan Kelapa Gading Barat dalam
meningkatkan pelayanan publik (Abdussamad, 2021). Penelitian dilaksanakan di
Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, selama tiga bulan dari April
hingga Juni 2026. Unit analisis dalam penelitian ini berfokus pada pola komunikasi
yang dimaknai sebagai model atau bentuk interaksi antara dua individu atau lebih
dalam proses penyampaian dan penerimaan informasi yang dapat dimengerti,
dengan mengacu pada empat jenis pola komunikasi yaitu pola komunikasi primer,
sekunder, linear, dan sirkuler (Suci & Tunggali, 2023). Sumber data diperoleh melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan penelitian yang terdiri

dari informan utama yaitu Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasie Ekbang)
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serta petugas PPSU, dan informan pendukung yaitu masyarakat pengguna layanan
PPSU.

Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu metode
penentuan narasumber secara terencana berdasarkan standar khusus yang berkaitan
dengan penelitian (Himam et al., 2026). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga
jalur utama: wawancara semi-terstruktur yang bersifat dinamis dan menyesuaikan
dengan alur percakapan, observasi non-partisipan untuk memantau situasi dan
dinamika interaksi di lapangan, serta dokumentasi berupa arsip resmi, catatan, dan
data administrasi terkait untuk memperkuat validitas hasil penelitian. Wawancara
dilangsungkan secara tatap muka dengan para informan yang kompeten dan
berpengalaman di bidangnya, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan
mendalam.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yang
bergerak dari temuan-temuan spesifik di lapangan hingga ditarik menjadi kesimpulan
umum, dengan menerapkan metode axial coding untuk merangkai dan mendalami
keterkaitan antarkonsep dari hasil wawancara (Wijayanti, 2024). Proses pengolahan
data melalui empat tahapan yaitu penyaringan data (verifikasi) untuk memilah dan
memeriksa kecukupan informasi, perangkuman data (kondensasi) berupa
penyusunan abstraksi dari data lapangan, pemaparan data (display data) melalui
pengorganisasian informasi menjadi deskripsi naratif yang komprehensif, dan
inferensi (pengambilan keputusan) sebagai tahap akhir merumuskan simpulan dari
hasil penelitian. Kombinasi analisis wawancara mendalam ini bertujuan untuk
menyajikan pemahaman secara menyeluruh tentang pola komunikasi petugas PPSU
dalam meningkatkan pelayanan publik pada konteks pemberdayaan masyarakat di

Kelurahan Kelapa Gading Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam dengan Kepala Seksi
Ekonomi dan Pembangunan (Kasie Ekbang), petugas PPSU, serta warga Kelurahan
Kelapa Gading Barat, diperoleh temuan bahwa komunikasi merupakan bagian
penting dalam pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh petugas PPSU.
Pola komunikasi yang ditemukan tidak hanya berlangsung dalam hubungan internal
antara Kasie Ekbang dengan petugas PPSU, tetapi juga dalam hubungan eksternal
antara petugas PPSU dengan warga sebagai penerima pelayanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan petugas PPSU

dengan warga lebih banyak berlangsung secara langsung, menggunakan komunikasi
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verbal dan didukung oleh respons nonverbal dalam interaksi sehari-hari. Interaksi
tersebut tidak berhenti pada penyampaian pesan dari petugas kepada warga, tetapi
dilanjutkan dengan adanya respons, saran, teguran, klarifikasi, maupun penyelesaian
masalah dari kedua belah pihak. Kondisi tersebut menunjukkan karakteristik
komunikasi dua arah dan komunikasi sirkular sebagaimana dijelaskan dalam
landasan teori penelitian. Dalam komunikasi sirkular, komunikator dan komunikan
tidak memiliki posisi yang sepenuhnya tetap, tetapi dapat saling bertukar peran
melalui proses penyampaian pesan, penerimaan pesan, respons, dan feedback.

Pola Komunikasi Kasie Ekbang dengan Petugas PPSU

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pola komunikasi antara Kasie Ekbang
dan petugas PPSU didominasi oleh komunikasi langsung. Kasie Ekbang, Bapak Abdi
Moissa atau yang biasa dipanggil Bapak Issa, lebih mengutamakan komunikasi tatap
muka ketika berada di lapangan. Ketika menemukan permasalahan dalam
pelaksanaan pekerjaan, Bapak Issa tidak hanya memberikan teguran, tetapi terlebih
dahulu menanyakan penyebab permasalahan dan memberikan arahan untuk mencari
solusi. Apabila sedang tidak berada di lokasi lapangan, komunikasi dapat dilakukan
melalui telepon atau handphone. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan
bersifat fleksibel menyesuaikan kondisi dan keberadaan komunikator maupun
komunikan.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep komunikasi primer dalam Bab II
Komunikasi primer merupakan proses penyampaian pesan dengan menggunakan
lambang verbal maupun nonverbal sebagai sarana utama. Dalam penelitian ini,
bentuk yang paling dominan adalah komunikasi verbal secara langsung, terutama
melalui pemberian arahan, nasihat, teguran, pertanyaan, dan pertukaran pendapat.
Teori pada Bab II menjelaskan bahwa komunikasi verbal memungkinkan gagasan,
konsep, maupun maksud komunikator disampaikan secara lebih mudah dipahami
oleh penerima pesan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa komunikasi antara Kasie
Ekbang dan petugas PPSU tidak dapat dikategorikan sebagai komunikasi satu arah.
Bapak Teguh selaku petugas PPSU menjelaskan bahwa Bapak Issa memberikan
arahan dan terkadang memberikan teguran berupa nasihat apabila terjadi kesalahan
kerja. Namun, komunikasi tersebut dilakukan secara halus dan tegas serta disertai
dengan kesempatan untuk bertukar pikiran dan menerima saran. Bapak Teguh juga
menyatakan bahwa arahan yang diberikan dapat dipahami dan berkontribusi
terhadap terbentuknya karakter kerja petugas PPSU sehingga kesalahan di lapangan

relatif jarang terjadi.
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Apabila temuan tersebut dikaitkan dengan klasifikasi pola komunikasi Effendy
yang digunakan dalam penelitian ini, komunikasi Kasie Ekbang dengan petugas PPSU
menunjukkan karakteristik komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ditandai
dengan adanya hubungan timbal balik dan tanggapan antara kedua belah pihak,
berbeda dengan komunikasi satu arah yang tidak memberikan ruang terhadap
respons.

Lebih lanjut, pola tersebut dapat dipahami sebagai komunikasi sirkular karena
proses komunikasi tidak berhenti pada saat Kasie Ekbang memberikan arahan kepada
petugas PPSU. Pesan tersebut diterima, dipahami, kemudian mendapatkan respons
melalui pertanyaan, pendapat, maupun pelaksanaan pekerjaan. Apabila ditemukan
kesalahan, proses komunikasi kembali berlangsung dalam bentuk teguran,
penjelasan, dan perbaikan. Dengan demikian, terdapat siklus pesan dan feedback
yang berlangsung secara berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan teori komunikasi sirkular yang digunakan dalam
Bab II, bahwa keberhasilan komunikasi dapat dilihat dari keberadaan feedback atau
tanggapan balik. Dalam pola sirkular, komunikator dan komunikan dapat bertukar
posisi sebagai encoder dan decoder sehingga proses komunikasi berlangsung secara
dinamis.

Dengan demikian, komunikasi Kasie Ekbang dengan petugas PPSU dapat
digambarkan sebagai proses arahan — penerimaan — respons/pertukaran pendapat
— evaluasi — perbaikan pekerjaan. Pola tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi
tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian instruksi, tetapi juga menjadi
instrumen pengawasan, pembinaan, dan evaluasi kinerja petugas PPSU.

Dari perspektif komunikasi organisasi publik, kondisi ini menunjukkan bahwa
pertukaran informasi antara pimpinan dan pelaksana pekerjaan memiliki fungsi
dalam membangun sinergi dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Landasan
teori penelitian menjelaskan bahwa interaksi dalam organisasi dapat mendukung
pelaksanaan tugas, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong motivasi kerja
dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Dengan demikian, komunikasi langsung yang dilakukan Kasie Ekbang bukan
sekadar hubungan instruktif antara atasan dan bawahan, tetapi juga merupakan
proses pembinaan yang membentuk pemahaman petugas terhadap tugas dan
tanggung jawabnya. Sikap tegas yang disertai komunikasi yang halus memungkinkan
koreksi terhadap kesalahan dilakukan tanpa menghilangkan hubungan kerja yang
baik.

Pola Komunikasi Petugas PPSU dengan Warga
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Pada hubungan antara petugas PPSU dengan warga, pola komunikasi yang
ditemukan memiliki karakteristik yang lebih partisipatif. Bapak Teguh menjelaskan
bahwa komunikasi dengan warga dilakukan hampir setiap hari ketika melaksanakan
pekerjaan di lapangan. Ketika menyapu jalan atau melakukan pekerjaan di suatu titik,
petugas PPSU secara langsung menanyakan kepada penghuni rumah apakah terdapat
sampah yang akan dibuang. Warga kemudian memberikan sampah kepada petugas
PPSU untuk diangkut.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi merupakan bagian yang
melekat dalam proses pelayanan PPSU. Petugas tidak hanya menjalankan pekerjaan
secara mekanis, tetapi juga melakukan komunikasi untuk mengetahui kebutuhan
warga. Dalam konteks ini, warga tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga
menjadi sumber informasi mengenai kebutuhan pelayanan di lingkungan tempat
tinggalnya.

Pola tersebut semakin terlihat ketika terjadi permasalahan atau kesalahpahaman.
Dalam salah satu kasus, terdapat sampah warga yang belum terangkut. Petugas PPSU
kemudian berkomunikasi secara langsung dengan warga, memberikan penjelasan
dan meminta maaf. Warga menerima penjelasan tersebut dan memahami kondisi
petugas PPSU. Temuan ini menunjukkan adanya proses penyelesaian masalah
melalui dialog, bukan melalui komunikasi sepihak.

Jika dikaitkan dengan teori pola komunikasi dalam Bab II, interaksi tersebut
menunjukkan pola komunikasi dua arah karena terdapat pertukaran pesan antara
petugas PPSU dan warga. Warga dapat menyampaikan kebutuhan, keluhan, teguran,
maupun saran, sedangkan petugas PPSU memberikan respons berupa penjelasan,
permintaan maaf, atau tindakan pelayanan.

Pola komunikasi tersebut juga memperlihatkan karakteristik komunikasi
sirkular. Warga menyampaikan pesan atau keluhan sebagai komunikator, petugas
PPSU menerima dan menginterpretasikan pesan tersebut sebagai komunikan,
kemudian memberikan respons. Selanjutnya, warga memberikan tanggapan terhadap
respons tersebut sehingga terbentuk suatu siklus komunikasi. Dengan demikian,
posisi komunikator dan komunikan dapat berubah secara dinamis dalam satu proses
interaksi. Kondisi ini sesuai dengan teori komunikasi sirkular yang menempatkan
feedback sebagai bagian penting dari keberhasilan komunikasi.

Komunikasi Sirkular dalam Penyelesaian Keluhan Warga
Temuan yang cukup kuat dalam penelitian ini terlihat pada pengalaman Ibu Ika

dan Ibu Dea. Meskipun frekuensi komunikasi keduanya dengan petugas PPSU relatif
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rendah karena kesibukan dan jarang bertemu dengan petugas, ketika terjadi
permasalahan komunikasi dilakukan secara langsung.

Ibu Ika menjelaskan bahwa ketika terdapat sampah di rumah yang belum
diambil, ia menyampaikannya secara langsung kepada petugas PPSU. Petugas
menerima sampah tersebut dan memberikan permintaan maaf. Setelah itu, Ibu Ika
memberikan saran agar kebersihan lingkungan tetap dijaga dan mengusulkan agar
petugas PPSU dapat ikut dalam kegiatan kerja bakti bersama warga pada akhir pekan.

Kasus Ibu Dea memperlihatkan proses komunikasi sirkular yang lebih jelas. Ibu
Dea merasa kecewa karena petugas PPSU melewati rumahnya tanpa menawarkan
pengangkutan sampah, kemudian menyampaikan teguran secara langsung dengan
cara yang santun. Petugas PPSU merespons keluhan tersebut dengan meminta maaf.
Ibu Dea kemudian menerima permintaan maaf tersebut dan memberikan saran agar
petugas PPSU dapat bergabung dalam kegiatan kerja bakti bersama warga pada akhir
pekan.

Jika dianalisis menggunakan konsep komunikasi sirkular, rangkaian tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keluhan warga — penerimaan pesan oleh petugas PPSU —
klarifikasi/permintaan maaf — penerimaan respons oleh warga — pemberian saran —
tindak lanjut pelayanan.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa keluhan tidak berhenti sebagai pesan
negatif, tetapi dapat berubah menjadi feedback yang konstruktif. Dengan kata lain,
komunikasi berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap pelayanan sekaligus
sebagai sarana mempertahankan hubungan sosial antara petugas PPSU dan warga.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa komunikasi pelayanan publik
bukan hanya mengenai kemampuan petugas menyampaikan informasi, tetapi juga
kemampuan mendengarkan dan memberikan respons terhadap masyarakat. Dalam
Bab II dijelaskan bahwa kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh kualitas
komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek komunikasi.

Pola Komunikasi dan Responsivitas Pelayanan Publik

Apabila temuan penelitian dikaitkan dengan dimensi kualitas pelayanan publik
yang digunakan dalam Bab II, pola komunikasi petugas PPSU dengan warga dapat
dianalisis melalui dimensi responsiveness, responsibility, dan accountability.

Pertama, dari dimensi responsiveness atau responsivitas, petugas PPSU
menunjukkan upaya untuk merespons kebutuhan dan keluhan warga. Hal tersebut
terlihat ketika warga menyampaikan permasalahan mengenai sampah yang belum

diangkut dan petugas memberikan respons berupa permintaan maaf, penjelasan, dan
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penerimaan terhadap masukan warga. Responsivitas merupakan kemampuan
penyedia layanan dalam mengenali kebutuhan masyarakat dan memberikan tindakan
terhadap aspirasi maupun keluhan yang disampaikan.

Kedua, dari dimensi responsibility atau responsibilitas, komunikasi internal
antara Kasie Ekbang dan petugas PPSU menunjukkan adanya penekanan terhadap
kepatuhan terhadap aturan kerja. Teguran yang diberikan ketika terdapat kesalahan
tidak hanya bertujuan memperbaiki perilaku sesaat, tetapi juga mengingatkan
petugas agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut sejalan
dengan konsep responsibility yang menekankan pelaksanaan pelayanan sesuai
regulasi, SOP, dan tanggung jawab pekerjaan.

Ketiga, dari dimensi accountability atau akuntabilitas, adanya ruang bagi warga
untuk menyampaikan teguran, kritik, dan saran menunjukkan adanya keterbukaan
dalam proses pelayanan. Warga dapat menyampaikan pengalaman pelayanan secara
langsung kepada petugas, sedangkan petugas memberikan respons terhadap
masukan tersebut. Dalam teori penelitian, akuntabilitas pelayanan ditandai antara lain
oleh keterbukaan informasi, kejelasan tindakan, serta kesediaan aparatur
mempertanggungjawabkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, komunikasi sirkular tidak hanya berfungsi sebagai pola
interaksi interpersonal, tetapi juga berkontribusi terhadap kualitas pelayanan publik.
Feedback dari warga dapat menjadi informasi bagi petugas untuk memperbaiki
pelayanan, sedangkan arahan dari Kasie Ekbang membantu memastikan bahwa
pelaksanaan tugas petugas PPSU tetap sesuai dengan tanggung jawab dan aturan
kerja.

Peran Komunikasi dalam Membangun Partisipasi Warga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara petugas PPSU dan
warga tidak hanya menghasilkan penyelesaian terhadap permasalahan pelayanan,
tetapi juga membuka peluang partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan
lingkungan.

Hal tersebut terlihat dari saran Ibu Ika dan Ibu Dea agar petugas PPSU dapat
ikut serta dalam kegiatan kerja bakti bersama warga pada akhir pekan. Saran tersebut
menunjukkan bahwa warga tidak hanya mengharapkan pelayanan kebersihan dari
pemerintah, tetapi juga menginginkan adanya hubungan kolaboratif antara petugas
dan masyarakat.

Dalam perspektif pelayanan publik, kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip
partisipasi warga, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan maupun

pengawasan pelayanan publik. Landasan teori penelitian menjelaskan bahwa
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partisipasi masyarakat memberikan peluang bagi warga untuk ikut terlibat dalam
proses pelayanan sekaligus melakukan kontrol terhadap penyelenggaraannya.

Dengan demikian, komunikasi sirkular yang dilakukan petugas PPSU dapat
menjadi pintu masuk bagi terbentuknya partisipasi masyarakat. Ketika warga merasa
dapat menyampaikan keluhan, saran, dan kebutuhan secara langsung serta
memperoleh respons dari petugas, hubungan yang terbentuk tidak lagi sekadar
hubungan antara pemberi dan penerima layanan, tetapi berkembang menjadi
hubungan kolaboratif.

Sintesis Hasil Penelitian dengan Teori Pola Komunikasi

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pola
komunikasi petugas PPSU Kelurahan Kelapa Gading Barat tidak hanya menggunakan
satu bentuk komunikasi. Dalam praktiknya terdapat beberapa bentuk komunikasi,
yaitu komunikasi primer melalui interaksi langsung, komunikasi sekunder melalui
penggunaan handphone ketika komunikasi tatap muka tidak memungkinkan,
komunikasi dua arah melalui pertukaran pendapat, serta komunikasi sirkular melalui
adanya feedback secara berkelanjutan.

Namun demikian, pola komunikasi sirkular merupakan pola yang paling
dominan dalam hubungan pelayanan antara petugas PPSU dengan warga. Hal ini
ditunjukkan oleh adanya siklus penyampaian pesan, penerimaan pesan, respons,
pemberian feedback, dan tindak lanjut. Temuan tersebut sejalan dengan konsep
komunikasi sirkular dalam Bab II yang menempatkan feedback sebagai unsur utama
dalam keberhasilan komunikasi.

Secara sederhana, hasil penelitian dapat dirumuskan dalam alur berikut:

Petugas PPSU menyampaikan/menanyakan kebutuhan — warga memberikan
informasi atau respons — petugas PPSU menerima dan menafsirkan pesan — petugas
memberikan tindakan atau klarifikasi — warga memberikan feedback — pelayanan
diperbaiki atau hubungan komunikasi dilanjutkan.

Sementara pada hubungan internal:

Kasie Ekbang memberikan arahan — petugas PPSU menerima dan memahami
— petugas memberikan respons/pertukaran pendapat — evaluasi pekerjaan —
perbaikan pelaksanaan tugas.

Kedua proses tersebut saling berhubungan. Komunikasi internal yang baik
membantu petugas memahami tugas dan aturan kerja, sedangkan komunikasi
eksternal yang baik membantu petugas memahami kebutuhan dan aspirasi warga.
Dengan demikian, kualitas komunikasi internal dan eksternal secara bersama-sama

mendukung peningkatan pelayanan publik.
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Temuan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa
komunikasi efektif menjadi salah satu kunci dalam memperbarui mutu pelayanan
publik. Penelitian mengenai komunikasi pemerintah juga menunjukkan bahwa
komunikasi memiliki peran penting dalam keberhasilan pelayanan publik dan
mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa peningkatan pelayanan
publik oleh petugas PPSU Kelurahan Kelapa Gading Barat tidak hanya ditentukan
oleh pelaksanaan pekerjaan teknis seperti menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga
oleh kemampuan petugas membangun komunikasi yang terbuka, langsung,
responsif, dan berkelanjutan dengan warga. Komunikasi menjadi mekanisme yang
menghubungkan kebutuhan warga dengan tindakan petugas di lapangan.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditegaskan bahwa pola komunikasi sirkular
antara petugas PPSU dan warga berperan dalam meningkatkan pelayanan publik
karena memungkinkan terjadinya feedback, penyelesaian masalah, pemberian saran,
dan partisipasi warga secara langsung. Petugas PPSU tidak hanya berperan sebagai
pelaksana pelayanan, tetapi juga sebagai komunikator yang mendengarkan
kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, warga tidak hanya menjadi penerima pelayanan,
tetapi juga berperan sebagai sumber feedback yang dapat membantu memperbaiki
kualitas pelayanan.

Dengan demikian, hasil penelitian mendukung kerangka pemikiran bahwa
komunikasi yang berlangsung secara dua arah dan sirkular dapat menciptakan
hubungan yang lebih responsif antara petugas PPSU dengan warga. Hubungan
tersebut pada akhirnya mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik,

khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan Kelurahan Kelapa Gading Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola komunikasi petugas PPSU
Kelurahan Kelapa Gading Barat dalam meningkatkan pelayanan publik, dapat
disimpulkan bahwa pola komunikasi yang dominan adalah komunikasi sirkular,
yaitu komunikasi dua arah yang melibatkan pertukaran pesan dan feedback secara
berkelanjutan antara petugas PPSU dengan warga. Komunikasi tersebut berlangsung
secara langsung atau tatap muka ketika petugas melaksanakan pekerjaan di lapangan,
di mana petugas secara aktif bertanya kepada warga terkait kebutuhan kebersihan,
menerima keluhan, memberikan penjelasan, dan menindaklanjuti masukan yang
disampaikan. Komunikasi internal antara Kasie Ekbang dan petugas PPSU juga

berlangsung secara dua arah dan berfungsi sebagai sarana pengarahan, pengawasan,
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evaluasi, serta pembinaan kinerja. Feedback dari warga terbukti menjadi bagian
penting dalam peningkatan pelayanan karena memberikan ruang bagi masyarakat
untuk menyampaikan pengalaman dan keluhan yang kemudian direspons oleh
petugas. Pola komunikasi yang baik juga mendukung responsivitas pelayanan serta
mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui
kolaborasi seperti kerja bakti.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain jumlah dan
keberagaman informan yang masih terbatas (satu Kasie Ekbang, satu petugas PPSU,
dan dua warga), ruang lingkup lokasi yang hanya di Kelurahan Kelapa Gading Barat
sehingga hasil belum dapat digeneralisasikan, serta metode pengumpulan data yang
belum dilengkapi observasi partisipatif intensif dan pengukuran kuantitatif mengenai
kepuasan masyarakat. Penelitian juga belum mengkaji secara mendalam penggunaan
media komunikasi digital dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, disarankan agar
petugas PPSU mempertahankan komunikasi yang ramah dan responsif, Kasie Ekbang
melakukan evaluasi secara berkala, serta pihak kelurahan memperkuat kolaborasi
dengan warga dan mengembangkan saluran komunikasi digital. Bagi peneliti
selanjutnya, disarankan untuk memperluas jumlah dan karakteristik informan,
menggunakan metode campuran (mixed methods), melakukan observasi lapangan
yang lebih intensif, serta mengembangkan kajian mengenai komunikasi digital dalam

pelayanan publik guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
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